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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Itsbat Nikah komulasi Cerai Gugat antara:
Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pelalawan, yang
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan
Tergugat, Umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Pelalawan, yang selanjutnya disebut
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2019
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci
dengan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Pkc, tanggal 04 Januari 2019 dengan dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2003, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Desa Lubuk
Raja, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, dengan wali nikah orang
tua Penggugat yang bernama Wali Nikah, dengan mas kawin berupa
sebentuk cincin emas, yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing
bernama Saksi Nikah | dan Saksi Nikah II;
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2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada KUA
tempat pernikahan di langsungkan karena Penggugat dan Tergugat
menikah secara sirri;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di Pelalawan, selama satu tahun, kemudian
pindah ke rumah sendiri masih di Pelalawan, sampai bulan September
2018, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai
sekarang;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan telah
dikaruniai 3 orang anak bernama,;

a. Anak |, umur 14 tahun;

b. Anak Il, umur 8 tahun;

c. Anak lll, umur 5 tahun;

anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya
berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena Tergugat telah
menikah siri dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan
Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan
September 2018, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah
sampai sekarang, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di
di Pelalawan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Pelalawan;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah
melalaikan kewajibannya sebagai suami dan mengabaikan hak Penggugat
sebagai isteri;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas,
Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali
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bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa
yang akan datang;
10. Bahwa dengan dalil-dalil di atas Penggugat mohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini agar berkenan menetapkan hari / tanggal persidangan serta
memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus
dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan  sah perkawinan  antara
Penggugat (Penggugat) dengan
Tergugat (Tergugat) yang terjadi pada tanggal 12 Maret 2003, di Pelalawan;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena
perceraian;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut
hukum yang berlaku;
SUBSIDAIR:
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak
pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya
itu disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan memberikan
nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga
bersama dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut
perkaranya Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Pkc;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala hal
yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak

terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan
Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Pkc tertanggal 03 Januari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan
jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan
perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272
RV,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
Majelis Hakim berpendapat pernyataan pencabutan perkara oleh Penggugat
tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menciderai hak-hak pihak
lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan dan pencabutan perkara dari
Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara sebagaimana
uraian di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok
perkaranya dan sependapat bahwa perkara ini harus dinyatakan selesai karena
dicabut dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan
perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam

yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
13/Pdt.G/2019/PA.Pkc dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut

dalam register perkara;
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3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 23
Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1440 H. oleh kami
Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy. selaku Ketua Majelis, Surya Darma
Panjaitan, S.H.l., M.H. dan Amri Yantoni, S.H.l., M.A. masing-masing sebagai
Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim
Anggota, dan dibantu oleh Ana Gustina, S.H., M.H. sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis
Surya Darma Panjaitan, S.H.l.M.H. Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy.
Hakim Anggota

Amri Yantoni, S.H.l., M.A.
Panitera Pengganti

Ana Gustina, S.H., M.H.
Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang Rp 355.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp__ 6.000,00
Jumlah Rp 446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)
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